KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA, DAN
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 10
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan
pemerintah bidang penanaman modal tidak termasuk
urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar, sehingga tidak memerlukan standar

pelayanan minimal,



Mengingat

1.

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, standar pelayanan minimal
di bidang penanaman modal provinsi dan
kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14
Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Penanaman Modal Provinsi dan
Kabupaten/Kota, dan Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Penanaman Modal Provinsi dan
Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal tentang Pencabutan Peraturan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14
Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Penanaman Modal Provinsi dan
Kabupaten/Kota, dan Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Penanaman Modal Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4724);



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 14
TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA, DAN PERATURAN KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 10 TAHUN
2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA.



Pasal 1

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

terkait dengan standar pelayanan minimal di bidang

penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota
sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 931); dan

2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar
Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 94),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2016

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1902

Salinan sesuai dengan aslinya
Sckretariat Utama BKPM
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,

Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan
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